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ABSTRAK 

 

 

PERDAGANGAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA DI 

TENGAH KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR MELALUI KONSEP 

PROTEKSIONISME TAHUN 2019—2024 

 

 

Oleh  

 

ANDI WIJAYA 

 

 

 

 Perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia masih terus terjadi 

dan menyebabkan kerugian langsung pada industri tekstil dalam negeri. Walaupun 

pemerintah sudah menerapkan larangan impor lewat Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagai bentuk kebijakan proteksionisme 

Friedrich List, praktik ini tetap marak di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari tahu alasan mengapa perdagangan ilegal tersebut bisa bertahan, sekaligus 

menilai efektivitas kebijakan proteksionisme dalam melindungi pasar lokal dari 

persaingan global. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedagang pakaian bekas, vendor 

tekstil lokal, dan konsumen. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi 

terhadap data perdagangan dan aturan pemerintah. Untuk memastikan keabsahan 

data, peneliti melakukan observasi langsung di pasar tradisional dan pusat 

penjualan pakaian bekas. Analisis data menggunakan konsep proteksionisme 

dengan fokus pada perlindungan industri bayi (Infant Industry) dan kepentingan 

nasional. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan 

larangan impor, pakaian bekas ilegal masih tetap masuk ke Indonesia dikarenakan 

banyaknya permintaan masyarakat Indonesia terhadap baju bekas ilegal. Upaya 

perlindungan negara ternyata belum mampu melawan daya tarik pasar global. 

Akibatnya, tujuan pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal belum 

berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme 

Indonesia tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga meskipun ada 

larangan, perdagangan pakain bekas ini masih tetap berjalan di dalam negeri. 

 

 

Kata Kunci: Perdagangan Ilegal, Pakaian Bekas, Proteksionisme, Industri Tekstil, 

Kebijakan Impor. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ILLEGAL TRADE OF USED CLOTHING IN INDONESIA AMIDST 

IMPORT PROHIBITION POLICY THROUGH THE CONCEPT OF 

PROTECTIONISM 2019–2024 

 

 

By  

 

ANDI WIJAYA 

 

 

 

 The illegal trade of imported used clothing in Indonesia continues to occur, 

causing direct losses to the domestic textile industry. Although the government has 

implemented an import ban through the Minister of Trade Regulation Number 40 

of 2022 as a form of Friedrich List's protectionism policy, this practice remains 

widespread in the field. This study aims to find out the reasons why this illegal trade 

persists, as well as to evaluate the protectionism policy in protecting the local 

market from global competition. 

 This study uses a descriptive qualitative method. Data collection was carried 

out through in-depth interviews with used clothing traders, local textile vendors, 

and consumers. In addition, the researcher also conducted a documentation study 

on trade data and government regulations. To ensure data validity, the researcher 

conducted direct observations in traditional markets and used clothing sales centers. 

Data analysis uses the concept of protectionism with a focus on infant industry 

protection and national interests. 

 The results show that despite the import ban policy, illegal used clothing 

still enters Indonesia due to the high demand from the Indonesian public for these 

clothes. State protection efforts have not been able to counter the appeal of the 

global market. As a result, the government's goal to protect the local textile industry 

has not been fully achieved. This shows that Indonesia's protectionism policy is not 

fully supported by the public, so even with the ban in place, the trade of used 

clothing continues to run domestically. 

 

 

Keywords: Illegal Trade, Second-hand Clothing, Protectionism, Textile Industry, 

Import Policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

 

 Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah menjadi isu yang 

kompleks dan multidimensional yang berkaitan erat di antara kepentingan ekonomi 

nasional, realitas sosial, dan dinamika pasar global. Eskalasi isu ini mencapai 

puncaknya ketika pemerintah secara tegas memberlakukan kebijakan larangan 

impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 

2022 (Mansyurin & Rani Apriani, 2025). Kebijakan ini bukanlah sekadar respons 

administratif, melainkan sebuah manuver strategis yang berakar pada doktrin 

proteksionisme. Tujuannya jelas, yaitu untuk membentengi industri tekstil nasional 

yang selama bertahun-tahun berada di bawah tekanan hebat akibat serbuan masif 

pakaian bekas ilegal, yang tidak hanya menggerus pasar domestik tetapi juga 

merugikan negara dan pelaku usaha lokal. 

Langkah proteksionis ini merupakan reaksi logis terhadap serangkaian 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh perdagangan pakaian bekas ilegal. Secara 

ekonomi, kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan. Data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia 

(APsyFI)1 menunjukkan bahwa impor pakaian bekas ilegal yang masuk ke 

Indonesia mencapai sekitar 320 ribu ton per tahun, menyebabkan kerugian negara 

hingga Rp19 triliun akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan terganggunya 

industri tekstil dalam negeri (Muiz et al., 2023). Kerugian ini tidak hanya bersifat 

finansial, tetapi juga berdampak pada penurunan daya saing produk tekstil lokal dan 

 
1 APSyFI atau Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia dibentuk untuk 

menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi industri serat dan benang 

filamen di Indonesia 
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meningkatnya risiko pengangguran di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang 

menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. 

Selain kerugian ekonomi, pakaian bekas impor ilegal juga menimbulkan 

risiko kesehatan bagi konsumen. Studi laboratorium di Indonesia menemukan 

bahwa pakaian bekas tersebut mengandung berbagai mikroorganisme berbahaya 

seperti bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, jamur, dan virus HPV yang 

dapat menimbulkan penyakit kulit dan infeksi lainnya (Moammar Khadafi et al., 

2024). Situasi ini makin buruk karena kurangnya pengawasan dan prosedur sanitasi 

pada pakaian bekas ilegal yang masuk, yang membahayakan kesehatan masyarakat. 

 Dari sudut pandang lingkungan, Indonesia kerap menjadi tujuan pembuagan 

limbah tekstil dari negara-negara maju. Akumulasi sampah pakaian bekas ini 

memperparah beban pengelolaan limbah tekstil yang sudah rumit dan berakibat 

pada kerusakan ekosistem, baik di darat maupun laut (Rizki, 2025). Oleh karena 

itu, kebijakan pengendalian impor tak cukup hanya dengan pelarangan, tapi harus 

dilengkapi dengan pengelolaan limbah berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

 Kebijakan larangan impor ini secara konseptual mencerminkan penerapan 

gagasan proteksionisme yang dipopulerkan oleh Friedrich List. List, berargumen 

bahwa negara-negara berkembang perlu menerapkan pembatasan perdagangan 

untuk melindungi "industri bayi" (infant industry) mereka (List, 2022). Tujuannya 

adalah untuk menciptakan ruang tumbuh kembang yang kondusif agar industri 

dalam negeri mampu mencapai skala ekonomi dan daya saing yang setara sebelum 

dilepas ke arena pasar global yang kompetitif. Dalam konteks ini, pemerintah 

Indonesia berupaya membentengi industri tekstil nasional dari gempuran barang 

ilegal yang tidak hanya merusak struktur harga pasar tetapi juga mencederai 

supremasi hukum dan tata niaga yang adil. 

 Meskipun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk 

akademisi dan pelaku industri dalam bentuk dukungan moral dan kebijakan (Aliya 

Azzahra Bachri et al., 2024a), pelaksanaan larangan impor pakaian bekas 

menghadapi berbagai tantangan signifikan. Praktik penyelundupan melalui jalur tak 

resmi seperti pelabuhan tikus, lemahnya pengawasan di lapangan, serta koordinasi 

antarinstansi yang belum optimal menjadi kendala utama dalam menegakkan 

kebijakan ini (Safitri & Bakhtiar, 2024). Selain itu, perkembangan teknologi digital 
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juga mempermudah transaksional pakaian bekas ilegal melalui platform daring, 

sehingga memerlukan sistem pemantauan yang lebih canggih dan inovatif berbasis 

big data dan monitoring elektronik (Ise Tumangger, 2023). 

 Dari sisi permintaan, minat masyarakat terhadap pakaian bekas atau yang 

populer dengan istilah thrifting tetap sangat tinggi. Faktor harga yang terjangkau, 

keunikan model yang tidak pasaran, dan persepsi kualitas yang lebih baik dari 

merek-merek luar negeri menjadi daya tarik utama. Fenomena sosial-budaya ini 

menjadi tantangan fundamental bagi industri tekstil lokal (Febrianti, 2022). Untuk 

dapat bersaing, produsen dalam negeri tidak hanya membutuhkan proteksi dari 

negara, tetapi juga harus mampu berinovasi dalam desain, meningkatkan kualitas, 

dan menawarkan harga yang kompetitif. 

 Dengan latar belakang ini, penelitian bertujuan untuk melakukan analisis 

mendalam terhadap persistensi praktik perdagangan ilegal pakaian bekas di tengah 

kebijakan larangan impor. Lebih dari sekadar mengukur efektivitas kebijakan, 

penelitian ini akan membongkar struktur dan mekanisme yang memungkinkan 

perdagangan ilegal ini terus berkembang.  

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

Bagaimana Praktik Perdagangan Perdagangan Pakaian Bekas Masih 

Berlangsung Meskipun Sudah Ada Kebijakan Larangan Impor? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik 

perdagangan pakaian bekas masih terus berlangsung di Indonesia meskipun 

pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan impor, serta mengkaji penerapan 

konsep proteksionisme yang belum berjalan maksimal akibat tingginya permintaan 

masyarakat terhadap produk dari negara asing. 

 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesimpulan ilmiah dari topik 

yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai bentuk kontribusi 

secara keilmuwan. 

 

 

 

1.4.1 Kegunaan Akademis 
 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris 

dalam bidang hubungan internasional dan studi perdagangan, khususnya terkait 

dengan praktik perdagangan ilegal dan kebijakan perdagangan di Indonesia. Hasil 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

terutama dalam memahami dinamika perdagangan ilegal pakaian bekas. Selain itu, 

penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi dan mahasiswa yang 

tertarik pada isu perdagangan internasional, kebijakan ekonomi, dan perlindungan 

industri dalam negeri. 

 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 
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Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah dan instansi 

terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta aparat 

penegak hukum dalam menangani praktik perdagangan ilegal pakaian bekas. 

Temuan penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan 

yang lebih efektif untuk mengawasi dan menekan perdagangan ilegal sekaligus 

mendukung pengembangan industri tekstil dalam negeri agar lebih kompetitif dan 

berkelanjutan. 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

 

 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi publik terkait 

Praktik Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas di Tengah Larangan Impor Melalui 

Konsep Proteksionisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan memulai penelitian dengan topik terkait upaya dalam 

negeri dan luar negeri Indonesia, termasuk implementasi kebijakan, kerja sama 

bilateral, dan diplomasi perdagangan. 

  



  
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam sebuah studi 

akademik karena memberikan gambaran tentang hasil-hasil penelitian yang relevan 

dengan topik yang diangkat. Dalam konteks penelitian mengenai praktik 

perdagangan ilegal pakaian bekas di tengah kebijakan larangan impor melalui 

konsep proteksionisme, beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek-aspek 

yang berkaitan dengan perdagangan ilegal, kebijakan proteksi perdagangan, serta 

dampak sosial ekonomi yang muncul. 

Penelitian terdahulu pertama adalah jurnal ilmiah karya Nabila Syarifa 

dengan fokus penelitian berupa upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian 

bekas tahun 2015-2020. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan 

George C. Edwards III untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan 

impor pakaian bekas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kerja 

sama internasional dan diplomasi perdagangan untuk menjelaskan upaya luar 

negeri Indonesia dalam mencegah impor ilegal tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan 

larangan impor pakaian bekas masih terjadi karena upaya dalam negeri dan luar 

negeri belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran 

pelaksana, rumitnya tata kerja antar pelaksana, serta ketidaksamaan kepentingan 

nasional antara Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama patroli perbatasan. 

Namun, diplomasi perdagangan Indonesia di WTO terkait peraturan tersebut dinilai 

cukup efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
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teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi 

(Syarifa et al., 2023). 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah jurnal ilmiah karya Muhammad 

Ahlul Irfan dengan fokus penelitian berupa peran kantor pengawasan dan pelayanan 

tipe Madya Pabean C Nunukan terhadap impor pakaian bekas. Penelitian ini 

mengkaji peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan 

dalam mengawasi dan menindak penyelundupan impor pakaian bekas ilegal. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan secara 

rinci bagaimana kantor pabean tersebut menjalankan tugasnya sebagai pelindung 

masyarakat dari barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Penelitian menyoroti 

pentingnya peran bea cukai sebagai penjaga pintu gerbang negara serta tantangan 

yang dihadapi dalam implementasi regulasi impor. Hasil penelitian menegaskan 

bahwa meskipun terdapat pengawasan, penyelundupan pakaian bekas masih terjadi 

karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal 

(Irfan, 2024). 

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah jurnal ilmiah karya Aliya Azzahra 

Bachri dengan fokus penilitan berupa dampak kebikajakan larangan impor pakaian 

bekas terhadap industry tekstil lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk mengkaji dampak kebijakan larangan impor pakaian 

bekas terhadap industri tekstil lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun 

kebijakan ini meningkatkan permintaan produk tekstil lokal sebesar 7% pada 2022, 

peningkatan tersebut tidak berkelanjutan karena produsen lokal menghadapi 

masalah seperti biaya bahan baku yang tinggi, desain kurang inovatif, dan 

keterbatasan teknologi produksi. Selain itu, budaya thrifting yang berkembang 

melalui platform digital tetap menjadi tantangan besar bagi industri tekstil lokal. 

Kebijakan larangan impor ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, 

tetapi juga mendorong industri tekstil untuk lebih inovatif dan memperbaiki strategi 

pemasaran. Penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku 

industri, dan konsumen untuk menciptakan ekosistem industri tekstil yang 

berkelanjutan (Aliya Azzahra Bachri et al., 2024). 

Penelitian terdahulu yang keempat adalah jurnal ilmiah karya Nadira 

Maulina, Evamona Sinuraya, dan Purwaningsih dengan fokus penelitian berupa 
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dampak dan tantangan hukum impor pakaian bekas di Indonesia. Penelitian ini 

mengeksplorasi dampak impor pakaian bekas dari aspek ekonomi, kesehatan, dan 

hukum, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas 

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. 

Implikasi kebijakan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dari risiko 

kesehatan akibat pakaian bekas yang terkontaminasi dan dukungan terhadap 

industri tekstil lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti 

lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan regulasi, dan kurangnya koordinasi 

antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi tantangan 

tersebut diperlukan pengawasan ketat, edukasi masyarakat, insentif bagi UMKM 

tekstil, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang tegas agar kebijakan 

larangan impor dapat efektif melindungi industri tekstil dalam negeri (Soga et al., 

2024). 

Penelitian terdahulu yang kelima adalah jurnal imiah karya Aris Nurul 

Muiz, Widi Lailatul Fajar, dan Rima Rahayu dengan fokus penelitian berupa 

dampak impor pakaian bekas terhadap kestabilan industri tekstil dan produksi 

tekstil di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dampak impor pakaian bekas terhadap 

industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia di tengah kebijakan larangan impor 

pakaian bekas. Meskipun pemerintah telah menerapkan regulasi ketat, praktik 

perdagangan ilegal pakaian bekas tetap marak dan semakin sulit dikendalikan. 

Permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas yang lebih murah dan beragam 

menyebabkan pasar pakaian bekas terus berkembang, sehingga produk tekstil lokal 

menghadapi persaingan yang tidak sehat. Akibatnya, banyak pelaku industri tekstil 

dalam negeri mengalami penurunan produksi, pendapatan, dan daya saing. 

Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan ilegal pakaian bekas bukan hanya 

melanggar aturan, tetapi juga menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan keberlanjutan industri tekstil nasional. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat 

pengawasan serta meningkatkan daya saing produk tekstil lokal agar mampu 

bertahan di pasar domestik dan internasional (Muiz et al., 2023). 

Kelima penelitian tersebut secara umum menegaskan bahwa meskipun 

kebijakan larangan impor pakaian bekas sudah diterapkan, praktik perdagangan 
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ilegal masih marak dan menjadi ancaman serius bagi industri tekstil lokal. 

Hambatan utama yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan 

sumber daya, kompleksitas jaringan perdagangan ilegal, serta kurangnya koordinasi 

antarinstansi. Dari sisi industri, meskipun ada peningkatan permintaan produk 

tekstil lokal, tantangan seperti biaya produksi tinggi, kurangnya inovasi, dan budaya 

thrifting yang semakin berkembang melalui platform digital tetap menghambat 

pertumbuhan industri. Selain itu, aspek hukum dan kesehatan juga menjadi 

perhatian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

 Skripsi ini memiliki keunikan yang signifikan dibandingkan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Keunikan utama penelitian ini terletak pada 

pendekatan analisisnya yang menggunakan Konsep Proteksionisme Friedrich List 

N
a
m

a
 P

en
el

it
i  

Nabila Syarifa 

 

Muhammad 

Ahlul Irfan 

 

Aliya Azzahra 

Bachri 

 

Nadira Maulina, 

Evamona 

Sinuraya, dan 

Purwaningsih 

 

Aris Nurul Muiz, 

Widi Lailatul 

Fajar, dan Rima 

Rahayu 

H
a
si

l 
P

en
el

it
ia

n
 

1. Fokus lebih 

pada aspek 

implementasi 

kebijakan dan 

diplomasi 

perdagangan, 

kurang 

mendalami 

dampak langsung 

terhadap pelaku 

industri tekstil 

lokal. 

 

• 1. Terbatas pada 

studi kasus di 

satu wilayah 

(Nunukan), 

sehingga kurang 

menggambarkan 

gambaran 

nasional. 

 

• 1. Fokus pada 

dampak 

kebijakan dan 

inovasi industri, 

namun belum 

mengkaji secara 

mendalam 

praktik 

perdagangan 

ilegal yang 

masih 

berlangsung. 

 

• 1. Lebih 

menitikberatkan 

pada aspek hukum 

dan kesehatan, 

kurang membahas 

secara rinci 

dampak ekonomi 

terhadap industri 

tekstil. 

 

1.Meskipun 

menyoroti 

ancaman 

perdagangan 

ilegal, penelitian 

ini kurang 

mengupas peran 

pelaku industri dan 

respons kebijakan 

pemerintah secara 

komprehensif. 

 

H
a

si
l 

P
en

el
it

ia
n

 

• 2. Kurang 

menyoroti aspek 

ekonomi mikro 

dan respon 

pelaku industri 

terhadap 

perdagangan 

ilegal. 

 

• 2. Lebih 

menitikberatkan 

pada aspek 

pengawasan dan 

penindakan, 

kurang 

membahas 

implikasi 

ekonomi dan 

sosial. 

 

• 2. Kurang 

mengaitkan 

secara langsung 

antara 

perdagangan 

ilegal pakaian 

bekas dengan 

daya saing 

industri tekstil. 

 

2. Kurang 

mengkaji strategi 

konkret yang dapat 

diterapkan untuk 

mengatasi 

tantangan 

perdagangan 

ilegal. 

 

1. 2. Kurang 

mengintegrasikan 

analisis tentang 

tren perilaku 

konsumen dan 

pengaruh platform 

digital dalam 

perdagangan 

pakaian bekas. 
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secara komprehensif sebagai pisau bedah utama, tidak hanya sebagai landasan 

konsep semata (List, 2022). 

 Jika penelitian sebelumnya cenderung hanya melihat dampak kebijakan 

atau hambatan teknis implementasi di lapangan secara terpisah, penelitian ini 

berupaya mengevaluasi relevansi dan efektivitas doktrin proteksionisme klasik itu 

sendiri ketika dihadapkan pada realitas perdagangan ilegal yang masif. Penelitian 

ini mengevaluasi relevansi argumen infant industry (industri bayi) dan national 

interest (kepentingan nasional) gagasan List dalam konteks industri tekstil 

Indonesia saat ini. 

 Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bahwa kebijakan larangan impor 

gagal, tetapi berupaya membongkar mengapa instrumen proteksi negara tersebut 

tidak berdaya melindungi pasar domestik. Analisis difokuskan pada 

ketidaksesuaian antara instrumen kebijakan protektif yang bersifat kaku dengan 

dinamika pasar (permintaan konsumen dan rantai pasok) yang terus mencari celah. 

Dengan demikian, skripsi ini menawarkan kontribusi teoretis untuk memahami 

batasan-batasan penerapan proteksionisme dalam melindungi industri lokal tanpa 

dibarengi dengan penguatan struktur industri dan penanganan sisi permintaan yang 

tepat. 

 

 

 

2.2 Landasan Konseptual 

 

 

 

Landasan konseptual adalah fondasi krusial dalam penelitian yang mengkaji 

konsep atau ide utama. Berbeda dengan landasan teoritis yang bersandar pada teori 

yang sudah mapan, landasan konseptual bertugas memetakan dan mengaitkan 

konsep-konsep kunci untuk membangun kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, 

landasan konseptual membantu menciptakan pemahaman sistematis tentang 

perdagangan ilegal pakaian bekas, kebijakan proteksi perdagangan, dan dinamika 

industri tekstil. Dengan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama seperti 

perdagangan ilegal dan proteksi, landasan ini memandu peneliti dalam merumuskan 

masalah, mengembangkan pertanyaan penelitian, dan menentukan arah analisis. 

Lebih dari sekadar deskripsi, landasan konseptual juga menguraikan keterkaitan 
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antar konsep, memastikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena dan 

mempermudah operasionalisasi variabel. 

 

 

 

2.2.1  Konsep Proteksionisme 

 

 

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara 

untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi atau mengatur 

impor barang dari luar negeri. Friedrich List (1841), seorang tokoh penting dalam 

konsep proteksionisme, menolak pandangan pasar bebas absolut yang dikemukakan 

oleh Adam Smith dan menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan 

mengembangkan industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap 

berkembang atau disebut infant industry. List menyatakan bahwa negara harus 

melakukan intervensi ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya dengan 

melindungi sektor-sektor strategis dari persaingan luar yang tidak sehat (List, 

2022). 

Tiga gagasan utama dalam konsep proteksionisme menurut List adalah: 

1. Infant Industry: Industri yang baru berkembang perlu perlindungan 

sementara agar dapat tumbuh dan bersaing secara global. 

2. Force Capital Investment: Negara harus mendorong investasi modal 

yang kuat untuk memperkuat industri domestik. 

3. National Interest: Kebijakan proteksionis harus didasarkan pada 

kepentingan nasional untuk memastikan kemakmuran dan keamanan 

ekonomi negara. 

Berkaitan dengan pelarangan impor pakaian bekas, kebijakan ini merupakan 

wujud proteksionisme yang dimaksudkan untuk menjaga industri tekstil nasional 

dari persaingan yang tidak adil akibat membanjirnya pakaian bekas ilegal. Kondisi 

ini berpotensi melemahkan daya saing produk lokal dan mengancam kelangsungan 

usaha UMKM di sektor tekstil. Kebijakan ini juga menjadi respons atas 

ketidakadilan dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara 
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berkembang kerap kali kesulitan menghadapi serbuan produk impor murah yang 

tidak memenuhi standar kualitas dan regulasi yang berlaku. 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Perdagangan pakaian bekas di Indonesia merupakan fenomena yang 

kompleks, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan larangan impor 

pakaian bekas. Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diatur oleh 

pemerintah bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari 

persaingan tidak sehat akibat masuknya pakaian bekas ilegal yang dapat 

menurunkan permintaan produk lokal. Kebijakan ini merupakan bentuk 

proteksionisme ekonomi yang didasarkan pada konsep proteksionisme Friedrich 

List, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri domestik agar 

dapat berkembang dan bersaing di pasar global. 

 Kerangka pemikiran penelitian ini dilandasi oleh sebuah logika sederhana 

mengenai ketidaksesuaian antara peraturan negara yang bersifat tetap dengan 

kondisi di lapangan yang selalu menemukan cara-cara baru untuk berkembang. 

Alur ini bergerak dari kebijakan proteksionis sebagai titik awal, menuju munculnya 

praktik perdagangan ilegal sebagai konsekuensi, dan diakhiri dengan analisis 

efektivitas kebijakan tersebut dalam menghadapi ancaman yang sesungguhnya. 

 Pemerintah Indonesia, dalam upayanya melindungi industri tekstil nasional, 

mengimplementasikan kebijakan larangan impor pakaian bekas (Permendag No. 

40/2022). Kebijakan ini adalah bentuk nyata dari Konsep Proteksionisme yang 

digagas oleh Friedrich List. Logikanya bersifat negara-sentris: negara 

menggunakan instrumen kekuasaannya (larangan impor) untuk menciptakan 

"ruang aman" bagi industri dalam negeri (infant industry) agar dapat tumbuh kuat 

dan berdaya saing. Asumsi dasarnya adalah bahwa ancaman datang dari produk 

asing yang masuk melalui jalur perdagangan formal dan dapat dibendung di 

perbatasan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan permintaan 

domestik dari produk impor ilegal ke produk tekstil lokal, sehingga merangsang 

pertumbuhan industri nasional. 
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 Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun untuk menganalisis efektivitas 

kebijakan larangan impor pakaian bekas dalam melindungi industri tekstil nasional. 

Alur pemikiran bermula dari penerapan regulasi pemerintah (Permendag No. 40 

Tahun 2022) yang melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini merupakan 

manifestasi konkret dari Konsep Proteksionisme yang digagas oleh Friedrich List. 

Dalam perspektif List, negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi 

pasar guna melindungi "industri bayi" (infant industry) agar mampu tumbuh dan 

mencapai kematangan tanpa dihancurkan oleh persaingan asing yang tidak setara. 

Asumsi dasar dari kebijakan ini adalah bahwa dengan menutup keran impor 

(larangan), permintaan domestik akan beralih ke produk lokal, sehingga industri 

dalam negeri memiliki ruang untuk berkembang. 

 Namun, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) yang 

signifikan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Meskipun regulasi 

proteksionis telah diberlakukan secara ketat di atas kertas, praktik perdagangan 

pakaian bekas ilegal tetap berlangsung secara masif dan persisten. Fenomena ini 

menciptakan distorsi pasar yang merusak struktur harga dan daya saing industri 

lokal, yang justru bertentangan dengan tujuan perlindungan itu sendiri. 

 Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini tidak hanya melihat kebijakan 

sebagai aturan hukum, tetapi mengevaluasi implementasinya. Analisis difokuskan 

pada ketidaksesuaian antara instrumen proteksi negara (larangan impor) dengan 

dinamika pasar yang terus mencari celah (permintaan konsumen yang tinggi dan 

rantai pasok ilegal). Penelitian ini akan menguji apakah argumen National Interest 

dan perlindungan Infant Industry yang menjadi landasan kebijakan tersebut masih 

relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan perdagangan ilegal saat ini, atau 

justru mengalami kegagalan fungsi akibat lemahnya penegakan kedaulatan 

ekonomi di perbatasan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran. 

Sumber: Diolah penulis untuk kepentingan penelitian 

Penjelasan Singkat 

 Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur logika penelitian yang 

dimulai dari permasalahan utama, yaitu ancaman terhadap kelangsungan industri 

tekstil nasional akibat membanjirnya pakaian bekas impor. Sebagai respons, 

pemerintah menerapkan Kebijakan Larangan Impor (Permendag No. 40/2022). 

Dalam penelitian ini, kebijakan tersebut dianalisis menggunakan Konsep 

Proteksionisme Friedrich List. Namun, kebijakan yang berlandaskan konsep ini 

dihadapkan pada Realitas Lapangan yang kontradiktif, di mana perdagangan ilegal 

tetap marak terjadi karena adanya celah pengawasan dan tingginya permintaan 

konsumen. 

Konsep Proteksionisme (Fredrich List) 

 

Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas 

(Permendag/2022) 

Impor Pakaian Bekas (Proteksionisme) 

 

Praktik Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas (Realitas Di Lapangan) 

Menganalisis secara kritis praktik perdagangan ilegal pakaian bekas yang 

terus berlangsung di tengah kebijakan larangan impor dan membongkar 

mekanisme perdagangan ilegal. 

 

Impor Pakaian Bekas (Proteksionisme) 

 



  
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif 

deskriptif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial 

secara menyeluruh, luas, dan mendalam, khususnya terkait praktik perdagangan 

ilegal pakaian bekas di tengah kebijakan larangan impor melalui konsep 

proteksionisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk 

mengerti suatu fenomena dari sudut pandang para pelaku, konsumen, dan pihak-

pihak yang berkepentingan, dengan mengandalkan deskripsi kualitatif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, dan tidak menggunakan angka atau statistik sebagai 

data utama. 

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong, 

1989). Penelitian ini berfokus pada fenomena sosial, memberikan ruang pada 

perasaan dan persepsi partisipan, serta berupaya memperoleh pemahaman 

mendalam tentang praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal, faktor pendorong, 

serta dampaknya terhadap industri tekstil nasional dan masyarakat luas. 

Pemilihan sumber data dalam penelitian kualitatif ini bersifat purposive, 

yang menekankan pada relevansi data dengan pertanyaan penelitian. Teknik 

pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

digunakan untuk memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik 

perdagangan ilegal pakaian bekas serta dinamika yang berlangsung di lapangan. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik perdagangan ilegal 

pakaian bekas yang berlangsung di Indonesia dan negara mana saja pengirim bal-

balan thrifting, khususnya dalam konteks kebijakan larangan impor yang telah 

diberlakukan oleh pemerintah. Fokus utama diarahkan untuk memahami secara 

mendalam bagaimana aktivitas jual beli pakaian bekas yang tidak sesuai dengan 

regulasi tersebut tetap terjadi dan berkembang di pasar, meskipun terdapat 

pembatasan resmi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap berbagai 

aspek yang melingkupi fenomena tersebut agar dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif dan menyeluruh. 

Penelitian ini menelaah mekanisme operasional perdagangan ilegal pakaian 

bekas, mulai dari proses masuknya barang ke wilayah Indonesia, jalur distribusi 

yang digunakan, hingga pola pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha 

(Rakhmadi & Junaidi, 2022). Aspek ini penting untuk diketahui guna memahami 

bagaimana barang-barang tersebut dapat lolos dari pengawasan bea cukai dan 

instansi terkait, serta bagaimana jaringan perdagangan tersebut terbentuk dan 

berfungsi secara efektif di pasar gelap. Selain itu, penelitian juga menggali faktor-

faktor yang mendorong keberlangsungan praktik ilegal ini, baik dari sisi ekonomi, 

sosial, maupun kelemahan dalam sistem pengawasan (Rakhmadi, 2024). 

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan larangan impor 

pakaian bekas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Fokus ini mencakup 

evaluasi terhadap langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

berwenang, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta koordinasi antar 

lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian perdagangan ilegal 

(Rakhmadi et al., 2021). Dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil 

menekan peredaran pakaian bekas impor secara ilegal, penelitian dapat 

memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan dari regulasi yang ada 

serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan. 

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dampak dari perdagangan ilegal 

pakaian bekas terhadap industri tekstil domestik. Dalam hal ini, fokus diarahkan 
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pada konsekuensi ekonomi yang dialami oleh pelaku industri tekstil lokal, termasuk 

penurunan volume produksi, berkurangnya pangsa pasar, serta potensi hilangnya 

lapangan pekerjaan akibat persaingan tidak sehat dengan produk pakaian bekas 

impor. Penelitian juga meneliti bagaimana keberadaan pakaian bekas ilegal ini 

mempengaruhi daya saing produk tekstil nasional di pasar domestik dan 

internasional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi 

juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada 

keberlangsungan industri tekstil sebagai sumber penghidupan (Rakhmadi et al., 

2023). 

Penelitian menyentuh aspek sosial dan kesehatan yang timbul akibat 

peredaran pakaian bekas ilegal. Pakaian bekas yang beredar di pasar gelap sering 

kali tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan, sehingga berpotensi 

menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Fokus ini juga mengkaji bagaimana 

masyarakat merespons keberadaan produk tersebut, baik dari segi preferensi 

konsumsi maupun kesadaran terhadap risiko yang mungkin muncul. Selain itu, 

penelitian berupaya memahami dampak sosial yang lebih luas, seperti perubahan 

pola konsumsi masyarakat dan implikasi terhadap nilai-nilai budaya lokal terkait 

pakaian dan gaya hidup. 

Penelitian ini menyoroti upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah serta pemangku kepentingan lain dalam menanggulangi perdagangan 

ilegal pakaian bekas. (Rakhmadi, 2025). Selain itu, penelitian juga mengevaluasi 

peran serta masyarakat dan pelaku industri tekstil dalam mendukung keberhasilan 

kebijakan tersebut. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi 

antar berbagai pihak dapat memperkuat pengendalian perdagangan ilegal serta 

mendorong pertumbuhan industri tekstil nasional yang berkelanjutan (Rakhmadi, 

2025). 

Dengan penajaman pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memahami fenomena 

perdagangan ilegal pakaian bekas di Indonesia (Rakhmadi, 2026). Hasil penelitian 

juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif 

dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan yang ada, sekaligus mendukung 

pengembangan industri tekstil nasional yang kompetitif dan mampu bersaing di 
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pasar global. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi akademisi, 

pembuat kebijakan, dan pelaku industri mengenai dinamika pasar pakaian bekas 

serta implikasi sosial ekonomi yang ditimbulkannya. 

 

 

 

3.3 Tingkat Analisis 

 

 

 

 Penelitian ini menganalisis praktik perdagangan ilegal pakaian bekas yang 

terus berlangsung meskipun kebijakan larangan impor telah diterapkan sebagai 

bagian dari konsep proteksionisme, dengan pendekatan yang mengintegrasikan 

berbagai aspek yang saling terkait sehingga membentuk gambaran menyeluruh 

terhadap fenomena tersebut. Aspek ekonomi dianalisis untuk mengukur dampak 

perdagangan ilegal terhadap industri tekstil nasional, terutama mengenai kerugian 

yang dialami pelaku usaha lokal dan potensi penerimaan negara yang hilang akibat 

maraknya produk impor ilegal, sekaligus mengidentifikasi pengaruhnya terhadap 

kondisi pasar tenaga kerja di sektor tekstil yang menyerap banyak tenaga kerja 

domestik.  

 Pada sisi hukum, penelitian ini mengevaluasi efektivitas operasional 

kebijakan larangan impor yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 40 Tahun 2022 dengan memperhatikan implementasi regulasi, hambatan 

dalam penegakan hukum, serta sanksi yang berlaku yang menjadi bagian penting 

dalam upaya membendung perdagangan ilegal, juga mengkaji kesesuaian regulasi 

nasional dengan aturan internasional terkait perlindungan industri dalam 

menghadapi persaingan pasar. Selanjutnya, aspek sosial budaya dikaji untuk 

memahami pola perilaku konsumen yang terus memilih pakaian bekas meskipun 

aturan larangan impor berlaku, meliputi faktor harga, nilai estetika, dan tingkat 

kesadaran hukum yang mempengaruhi keputusan pembelian dan tetap bertahan 

sebagai bagian dari budaya konsumsi masyarakat. Selain itu, aspek teknologi dan 

inovasi pengawasan turut dianalisis, terutama dalam konteks perkembangan 

platform digital yang memainkan peran dalam distribusi dan transaksi pakaian 

bekas ilegal, di mana penerapan teknologi big data dan sistem monitoring elektronik 
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diidentifikasi sebagai metode yang dapat meningkatkan pengawasan dan 

penegakan kebijakan proteksionisme secara lebih efektif dan responsif. Analisis 

pada tingkat ini tidak hanya melihat praktik perdagangan ilegal sebagai fenomena 

tunggal, melainkan juga menilai interaksi kompleks antara kebijakan proteksi, 

dinamika pasar, perilaku pelaku dan konsumen, serta pemanfaatan teknologi, 

sehingga hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang tingkat efektivitas kebijakan larangan impor dalam konteks 

proteksionisme Friedrich List yang menjadi kerangka konseptual utama penelitian 

ini. 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

 

 

1. Data Primer: Wawancara mendalam dengan informan, terdiri dari 

pedagang pakaian bekas, pengusaha tekstil Indonesia, dan konsumen. 

Observasi lapangan dilakukan di pasar tradisional dan sentra penjualan 

pakaian bekas di Lampung dan Yogyakarta.   

2. Data Sekunder: Dokumen kebijakan (Peraturan Menteri Perdagangan No. 

40/2022), laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kinerja industri 

tekstil (BPS, 2023), laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, jurnal, artikel 

ilmiah, laporan terkait perdagangan ilegal pakaian bekas, dan dari pihak 

Bea Cukai, serta artikel media nasional (Kompas, Tempo) yang mengulas 

kasus penyelundupan pakaian bekas.   

 

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen kebijakan, laporan industri, dan pemberitaan media. 

Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dari narasi informan dan 

data sekunder, kemudian dikaitkan dengan teori ekonomi informal (Conroy, 2012) 

dan kebijakan perdagangan (Bhagwati, 1990).  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua metode 

utama, yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi. 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah 

berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang 

digunakan meliputi buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel, serta berita dari 

situs internet yang membahas mengenai perdagangan ilegal pakaian bekas, 

kebijakan larangan impor, serta dampaknya terhadap industri tekstil di 

Indonesia. Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori, 

konsep-konsep penting, serta data pendukung yang dapat memperkuat 

analisis dalam penelitian. 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder 

berupa dokumen resmi dan arsip yang terkait dengan topik penelitian. 

Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan seperti 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, 

laporan dari instansi pemerintah (misalnya Kementerian Perdagangan, Bea 

Cukai), data statistik impor dari Badan Pusat Statistik, serta dokumen 

kebijakan dan kerjasama internasional yang relevan. Studi dokumentasi ini 

membantu peneliti memahami konteks kebijakan dan regulasi yang 

berlaku serta memberikan gambaran empiris terkait praktik perdagangan 

ilegal pakaian bekas di Indonesia. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Penjual toko thrift, konsumen pakaian 

bekas dan vendor tekstil lokal. Dengan melakukan wawancara ini peneliti 

akan mendapatkan data yang berkaitan langsung dalam mekanisme 

perdagangan ilegal pakaian bekas. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

 

 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dengan 

pendekatan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 200 C.E.) yang terdiri 

dari tiga tahapan utama, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Proses ini dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan 

data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi. Data yang 

tidak relevan dengan rumusan masalah dibuang, sedangkan data penting 

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti praktik perdagangan 

ilegal pakaian bekas, kebijakan larangan impor, dan dampaknya terhadap 

industri tekstil Indonesia. Reduksi data bertujuan agar analisis menjadi lebih 

terarah dan mudah dipahami. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan secara sistematis 

dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks. Penyajian ini 

memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan dinamika yang 

muncul dari data. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data membantu 

menggambarkan secara jelas bagaimana praktik perdagangan ilegal 

berlangsung di tengah kebijakan larangan impor serta implikasinya terhadap 

industri tekstil. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) 

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang 

muncul dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi 

dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data dan sumber yang 

ada untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian. Verifikasi 

ini penting agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

  



  
 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa praktik perdagangan pakaian bekas di Indonesia masih 

terus berlangsung meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan 

impor. Kebijakan proteksionisme yang dijalankan pemerintah menghadapi kendala 

besar karena tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebijakan proteksionisme Indonesia tidak didukung sepenuhnya oleh 

masyarakat, sehingga meskipun ada larangan, perdagangan pakaian bekas ini masih 

tetap berjalan di dalam negeri. 

 Praktik perdagangan pakaian bekas tetap marak karena tingginya 

permintaan dari masyarakat Indonesia. Pilihan konsumen untuk tetap membeli 

produk dari negara asing ini digerakkan oleh pertimbangan ekonomi yang sangat 

rasional. Masyarakat secara langsung menilai bahwa pakaian bekas impor 

menawarkan kualitas bahan yang lebih baik dan merek internasional yang terkenal 

dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk tekstil buatan lokal. 

Selama produk dalam negeri belum mampu menyaingi perbandingan harga dan 

kualitas tersebut, tingginya minat masyarakat akan terus menjadi alasan utama 

mengapa praktik perdagangan pasar pakaian bekas tetap hidup. 

 Selain dari sisi permintaan masyarakat, para pelaku usaha pakaian bekas 

juga terus beradaptasi. Mereka membangun jaringan penjualan yang luas dengan 

memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk pemasaran. Cara berjualan 

secara daring ini membuat pasar pakaian bekas semakin mudah diakses oleh 

berbagai kalangan konsumen, sehingga aturan larangan dari negara menjadi 
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semakin sulit untuk membendung masuknya barang-barang tersebut ke tangan 

pembeli. 

 Keberlangsungan perdagangan ini secara jelas mencerminkan bahwa 

kebijakan larangan impor yang berlandaskan konsep proteksionisme belum 

berjalan maksimal. Tujuan utama pemerintah, yakni melindungi industri tekstil 

dalam negeri, pada akhirnya tidak tercapai. Alih-alih mendapatkan perlindungan 

pasar, produsen lokal justru semakin terpuruk karena dipaksa menghadapi 

ketimpangan harga yang ekstrem dan persaingan tidak sehat melawan barang dari 

luar negeri. Upaya perlindungan negara ternyata belum mampu melawan daya tarik 

pasar global, karena aturan proteksi tersebut pada akhirnya kalah oleh kuatnya 

keinginan warga negara Indonesia sendiri yang lebih memilih produk asing 

dibandingkan buatan dalam negeri. 

 

 

 

 

5.2 Saran 

 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat saran yang dapat diberikan, 

khususnya yang berkaitan dengan dinamika perdagangan internasional. Diharapkan 

kedepannya bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi fenomena perdagangan ilegal 

pakaian bekas ini secara lebih mendalam, misalnya bisa melakukan penelitian 

melalui analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi, studi etnografi jaringan 

penyelundupan, ataupun studi komparatif kebijakan antarnegara. Akan sangat 

menarik jika fenomena ini dianalisis menggunakan perspektif teoretis Hubungan 

Internasional yang berbeda, sehingga berpotensi menghasilkan pemahaman baru 

yang menarik. Adapun saran bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki 

ketertarikan pada topik serupa adalah melakukan penelitian lanjutan untuk 

memperkaya ranah kajian Hubungan Internasional mengenai interaksi kompleks 

antara kebijakan proteksionisme dan realitasyang ada. 
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